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Abstrak 
Harmonisasi nilai-nilai filosofi Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, 
Agawe Karyo” untuk membangun konsep penerapan Good Government 
Governance (GGG) yang holistik di lingkungan pemerintahan menjadi tujuan 
utama tulisan ini. Saat ini masih banyak permasalahan seperti kecurangan 
dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan pembukuan yang 
keduanya merupakan produk utama GGG. Hal ini terjadi karena kurangnya 
profesionalisme aparatur pemerintah dan mungkin karena konsep GGG 
telah menghilangkan nilai-nilai budaya yang melekat dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan konsep holistik dari GGG yang dikolaborasikan dengan prinsip-
prinsip filosofi Jawa. Konsep holistik penting dalam penelitian ini, untuk 
merumuskan bagaimana GGG dapat diterapkan dalam lingkungan 
pemerintahan yang selaras dengan nilai-nilai filosofi Jawa. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat mengubah pola pikir PNS agar dapat menerapkan nilai-
nilai yang terkandung dalam filosofi Jawa. Tujuannya agar mereka dapat 
bersinergi dalam membangun bangsa dan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah. 

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintah, Falsafah Jawa 

 

Abstract 
Harmonizing the values of Javanese philosophy "Noto Roso, Among Roso, 
Mijil Tresno, Agawe Karyo" to build a holistic concept of implementing Good 
Government Governance (GGG) in government circles is the main goal of 
this paper. Currently, there are still many problems, such as fraud and 
leakage in budget management and accounting, both of which are the main 
products of GGG. This happens because of the lack of professionalism of 
government employees and maybe because the concept of GGG has 
eliminated the cultural values inherent in the life of the Indonesian people. 
This study uses a qualitative method with a holistic concept from GGG, 
which collaborates with the principles of Javanese philosophy. The holistic 
concept is important in this research, to formulate how GGG can be applied 
in a government environment harmonised with Javanese philosophy's 
values. The results of this study are expected to change the mindset of 
government employees so that they can apply the values contained in the 
Javanese philosophy. The goal is that they can synergize in building the 
nation and increase public trust in the government. 

Keywords: Good Government Governance,  Javanese Philosophy.  
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PENDAHULUAN  
Di era perubahan yang semakin besar, percepatan globalisasi dan ketidakpastian yang 

meningkat di semua negara, baik negara maju maupun berkembang, pemerintahan perlu mencari 
bentuk tata kelola baru yang lebih sesuai dengan jaman untuk mendapatkan keuntungan dalam daya 
saing ekonomi dan menciptakan pertumbuhan sosial yang substansial dan berkelanjutan. Pemerintah 
Indonesia mulai menerapkan Good Goverment Governance (GGG) sejak meletusnya era reformasi, 
dimana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan secara besar-besaran (Hasan et 
al., 2015). Masyarakat menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga GGG dianggap sebagai salah 
satu alat reformasi yang wajib diterapkan dalam sistem pemerintahan yang baru saat itu. 

Namun, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama hampir 24 tahun 
ini, penerapan GGG di Indonesia sebenarnya belum dinilai berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-
cita reformasi yang dulu digaungkan oleh para pahlawan reformasi pada tahun 1998 (Sari, 2018). 
Karena dilihat dari sisi keadilan, masalah ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan 
kesempatan, baik secara geografis maupun antar-klas sosial, bisa menjadi indikator kegagalan GGG 
dalam mencapai keadilan. (Handayani dan Nur, 2019). Dalam sisi transparansi, kurangnya 
keterbukaan dalam pengambilan keputusan (Andhika, 2017). akses terbatas masyarakat terhadap 
informasi penting, dan transparansi yang rendah dalam proses kebijakan publik atau tata kelola 
perusahaan dapat menjadi masalah dalam menerapkan GGG.  Keberhasilan GGG sangat bergantung 
pada sistem kontrol dan pengawasan yang efektif. Jika mekanisme pengawasan lemah, terdapat celah 
untuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Dan kurangnya akuntabilitas dan penegakan hukum 
terhadap tindakan yang tidak tepat dapat menyiratkan kegagalan dalam penerapan GGG. Pada 
implementasinya masih banyak ditemukan tindakan fraud dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi 
yang merupakan dua produk utama dari GGG. (Pietersz, 2018). 

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu adanya sebuah konsep baru yang dibangun dari nilai-
nilai kearifan lokal budaya Jawa. Menurut Djasuli (2018), dalam tradisi nilai-nilai kearifan lokal budaya 
Jawa terdapat sebuah falsafah jawa kuno yang memiliki makna penting dalam proses berorganisasi 
seperti di pemerintahan saat ini. Falsafah tersebut merupakan warisan budaya Jawa kuno (Lee et al., 
2020) namun memiliki makna yang kaya akan budi dan akhlak, falsafah tersebut berbunyi “Noto Roso, 
Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo”. Dalam falsafah ini konsep diri yang memiliki budi dan akhlak 
mulia baik terhadap diri sendiri maupun sesama, mendasari manusia dalam menjalankan 
kehidupannya. Meskipun terinspirasi oleh nilai-nilai budaya Jawa, konsep dekonstruksi dapat diartikan 
dan disesuaikan dengan berbagai nilai kearifan lokal dari daerah lain di Indonesia. Ini dapat 
memastikan inklusivitas dalam merumuskan konsep yang mencerminkan keragaman budaya 
Indonesia. Penggabungan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa dengan konsep dekonstruksi dapat 
menciptakan perspektif yang berbeda dan inovatif untuk mencapai tujuan GGG, tanpa melupakan 
nilai-nilai universal yang penting seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.  

Konsep inilah, yang dimaksud Djasuli, (2018) yang nantinya mampu mengkonstruksi konsep 
lama dari penerapan GGG yang saat ini dianggap belum sepenuhnya berhasil diterapkan. Konsep 
dekonstruksi pada konsep Good Goverment Governance (GGG) yang diajukan berarti memecah dan 
mengurai elemen-elemen utama dalam GGG, untuk memahami bagaimana elemen-elemen tersebut 
berinteraksi dan membentuk makna dan nilai-nilai tertentu. Pendekatan dekonstruksi dalam konteks 
GGG bertujuan untuk membuka ruang kritis dan memperkaya pemahaman tentang konsep GGG, 
termasuk bagaimana nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa dapat memberikan kontribusi yang 
berharga dalam konteks organisasi dan pemerintahan. 

Titik dekonstruksi GGG dalam konteks konsep "Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe 
Karyo" adalah noto Roso, dalam GGG konvensional, prinsip transparansi sering menekankan pada 
keterbukaan dalam pelaporan dan pengungkapan informasi kepada para pemegang saham dan publik. 
Namun, dengan dekonstruksi, nilai "Noto Roso" dari kearifan budaya Jawa dapat diperluas untuk 
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mencakup transparansi emosional dan komunikasi yang jujur antara manajemen dan karyawan, serta 
transparansi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. 
Kemudian Among Roso, konsep ini menyoroti tentang kepekaan dan perhatian terhadap perasaan dan 
kondisi orang lain. Dalam GGG konvensional, fokusnya sering kali pada pencapaian target keuangan 
dan laba perusahaan. Namun, dengan dekonstruksi, nilai "Among Roso" dapat mengarah pada 
inklusivitas dan perhatian terhadap kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, 
masyarakat, dan lingkungan. Mijil Tresno, dalam GGG tradisional, aspek etika sering ditekankan dalam 
keputusan bisnis dan praktik perusahaan. Namun, nilai "Mijil Tresno" dari kearifan budaya Jawa 
menegaskan pentingnya kasih sayang dan cinta dalam hubungan bisnis dan organisasi. Dekonstruksi 
ini dapat menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan stakeholder-nya, 
serta menekankan etika dalam tindakan bisnis. Dan Agawe Karyo, dalam GGG konvensional, 
akuntabilitas sering berfokus pada tanggung jawab keuangan perusahaan terhadap pemegang saham. 
Dengan dekonstruksi, nilai "Agawe Karyo" menyoroti tanggung jawab sosial dan lingkungan 
perusahaan, serta peran perusahaan dalam menciptakan manfaat positif bagi masyarakat dan 
lingkungan. 

Dengan pendekatan dekonstruksi diharapkan dapat memperbaiki konsep GGG yang ada 
dengan menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa dengan prinsip-prinsip universal GGG, 
sehingga menciptakan konsep yang lebih inklusif dan diterima secara global (Nanda et al., 2019). 
Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk membuat konsep semakin tidak jelas, tetapi sebaliknya, 
untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai GGG yang relevan 
dengan realitas dan kearifan lokal di Indonesia. Dengan demikian, konsep yang dihasilkan dapat 
mencerminkan kesatuan yang harmonis antara nilai-nilai lokal dan universal, serta dapat 
menginspirasi pemikiran dan praktek GGG yang lebih berkelanjutan dan beretika di seluruh dunia 
(Saribu, 2017).  

Hal ini mungkin terjadi karena nilai-nilai yang terkandung dalam konsep lama tersebut 
menghilangkan nilai-nilai dari budaya yang selama ini telah melekat dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia. Karena sejatinya nilai-nilai budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk 
mengatur dan menuntun kehidupan manusia pada arah yang baik dan benar (Djasuli, 2018). Untuk itu 
perlu adanya sebuah inovasi sebagai wujud re-konstruksi dari konsep lama agar dapat mengubah tata 
kelola pemerintah yang saat ini belum sepenuhnya baik menjadi semakin baik. Seperti yang 
disampaikan oleh Lee et al., (2020) bahwa kualitas tata kelola pemerintah sebagai alat untuk 
mengubah dampak negatif memerlukan adanya inovasi. Konsep holistik GGG di lingkungan 
pemerintah yang diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa tersebut dapat 
dianggap sebagai sebuah inovasi baru yang mampu mengubah tata kelola pemerintah menjadi 
semakin baik (Arfan & Ishak, 2009). 

Penelitian-penelitian terkait GGG sebenarnya telah banyak dilakukan namun dari beberapa 
penelitian tersebut memberikan hasil yang masih berbada-beda. Beberapa variabel biasanya 
digunakan dan mempengaruhi GGG adalah  sistem akuntansi pemerintah (Manossoh, 2015), kualitas 
sumber daya manusia (Dewi & Muslimin, 2021); (Safkaur & Sagrim, 2019), budaya organisasi (Hasan 
et al., 2015); (Bismantara & Wirakusuma, 2019); (Fery, 2019), pengendalian internal (Amijaya, 2019) 
(Nanda et al., 2019). Sementara penelitian (Reskia, 2022); Zai et al., (2020); (Safkaur & Sagrim, 2019); 
(Putra & Romli, 2020) menyebutkan bahwa GGG mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan 
(Asmawanti-S & Soya, 2023) ; (Wiantara & Yadnyana, 2020); (Tullah et al., 2018) dan terhadap 
pencapaian kerja organisasi (Mardiasmo et al., 2008); (Yudhasena & Putri, 2019);  (Meiyanti et al., 
2019); (Supratiwi et al., 2019); (Rahayu, 2016). Hasil yang berbeda juga disampaikan oleh Saragih, 
(2017) bahwa implementasi akuntansi pemerintah, kualitas informasi akuntansi serta GGG tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Susilo et al., 2022); (Gustianra & Serly, 2019). Dari 
beberapa literatur tersebut dapat diketahui bahwa berbagai variabel telah banyak digunakan dalam 
topik penelitian GGG. 
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Dari penelitian-penelitan terdahulu yang pernah dilakukakan ingin meneliti lebih lanjut terkait 
konsep GGG. Dalam tulisan mengenai konsep holistik Good Goverment Governance di lingkungan 
pemerintah yang diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa diatas menjadi tiga 
bahasan yaitu pertama tentang makna dari falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, 
Agawe Karyo”, kemudian yang kedua tentang konsep Good Goverment Governance di lingkungan 
Pemerintah saat ini dan yang terakhir tentang harmonisasi prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa : “Noto 
Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo dengan konsep Good Goverment Governance di 
lingkungan pemerintah. Dengan konsep ini diharapkan akan memberikan nilai-nilai luhur yang mampu 
mengubah perilaku dan tindakan para pegawai pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan ini 
menjadi semakin baik dan benar sehingga penerapan GGG dapat sepenuhnya berhasil diterapkan. 

KAJIAN PUSTAKA     
 Makna Falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” 

“Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” merupakan falsafah Jawa Kuno yang 
mengandung makna sangat berarti untuk manusia dalam menjalankan kehidupan. Makna dari 
falsafah tersebut adalah suatu upaya mengatur, mengendalikan perasaan, emosi, kemauan diri sendiri 
sebelum berbagi rasa, bersemangat dan menyamakan persepsi dengan orang lain sehingga akan 
timbul rasa saling menghormati dan saling mengasihi terhadap sesama manusia sebagai sendi dasar 
terciptanya rasa saling pengertian demi mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk selanjutnya 
bersama-sama membangun bangsa yang besar ini (Mustofa, 2006). Nilai-nilai dasar yang terkandung 
dalam falsafah “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” adalah: 

1. Pengendalian Diri 
Seseorang harus mampu mengukur, mengendalikan dan menjauhkan diri dari sikap egoisme 
yang berlebihan. Pengendalian diri juga menuntut sesorang untuk senantiasa bersikap 
rendah hati, toleransi dan juga empati pada orang lain. Sikap ini harus dimiliki terutama oleh 
aparatur negara agar ia tidak menemui kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan orang 
lain. 

2. Dedikasi Tinggi 
Seseorang harus memiliki dedikasi tinggi artinya bahwa seseorang tersebut harus mampu 
mematuhi komitmennya dan mampu melewati segala kesulitan yang mungkin terjadi di 
lingkungan kerjanya 

3. Kemampuan Bekerja Sama  
Kemampuan bekerja sama berarti bahwa seseorang mampu dan mau bekerja sama dengan 
orang lain, menghargai sesama serta mengakui kelebihan maupun kekurangan orang lain. 

Falsafah “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” mengandung nilai-nilai luhur 
budaya Jawa, yakni nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai, menghormati, satu visi dan misi serta 
mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk selanjutnya bersama-sama membangun bangsa guna 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Lukow, 2013). Sebuah konsep budaya 
Jawa yang terimplementasi dalam nilai kemanusiaan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan.  

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimungkinkan akan terjadi berbagai perbedaan 
dalam berpendapat atau memandang sesuatu, walaupun tidak untuk diperdebatkan (Lukow, 2013; 
Mardiasmo et al., 2008). Dengan menjunjung nilai luhur dari falsafah ini manusia diharapkan mampu 
bertindak secara arif dan bijaksana dalam menyikapi segala perbedaan dan mencari titik temu demi 
mewujudkan tujuan bersama dari bangsa ini sehingga, sebuah kepemimpinan dalam pemerintah 
dapat menerapkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud tanggung jawab abdi 
negara terhadap masyarakat demi memberikan pelayanan yang terbaik serta mampu meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Falsafah tersebut juga memiliki makna 
bahwa sebenarnya pemerintah juga harus mengikutsertakan masyarakat dalam proses menghasilkan 
produk publik dengan   mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan (Mulyati, 2012), jadi tidak 
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hanya dilayani saja tetapi juga harus dilibatkan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat, 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus meningkat dan kesempatan masyarakat untuk 
berpartisipasi juga harus ditingkatkan. 

Untuk menghasilkan sebuah konsep holistik dari GGG yang diharmonisasikan dengan falsafah 
Jawa dibutuhkan input dan proses berdasarkan prinsip-prinsip dari falsafah tersebut (Hutapea & 
Widyaningsih, 2017). Oleh karena itu, setiap pegawai pemerintah perlu mengetahui dan mengenal 
lebih dalam makna dari falsafah Jawa kuno yang berisikan tentang konsep diri bahwa manusia harus 
memiliki budi dan akhlak mulia baik terhadap diri sendiri maupun sesama sehingga mampu mengubah 
perilaku dan tindakan para pegawai pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan menjadi 
semakin baik dan benar. Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan 
adanya sinergi dari semua aparatur pemerintah yang memiliki perilaku berintegritas serta etos kerja 
dan moral yang baik dalam membangun bangsa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Lukow, (2013) bahwa good governance yang efektif 
menuntut adanya “alignement” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan 
moral yang tinggi (Hutapea & Widyaningsih, 2017). Hal tersebut dapat berhasil diterapkan apabila 
konsep holistik dari GGG dijalankan bersamaan dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa ini 
diterapkan, karena  setiap aparatur pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai yang 
terkandung dalam konsep GGG sebagai bentuk profesionalime dan juga nilai-nilai budaya dimana ia 
dilahirkan (Segara, 2017). Dengan berbekal warisan budaya dari para leluhur diharapkan akan mampu  
menghasilkan sebuah pondasi yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal falsafah Jawa dapat menjadi rekomendasi 
dalam re-kontruksi terhadap konsep GGG di lingkungan pemerintah Indonesia.  

Konsep Good Goverment Governance di Lingkungan Pemerintah Saat Ini. 
Secara  umum,  tata  kelola  organisasi  mencakup  serangkaian  proses,  aturan, regulasi, dan 

organisasi yang memengaruhi pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan suatu organisasi 
(Prabowo, 2019), sedangkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) 
adalah konsep yang harus dipenuhi oleh lembaga pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang adil dalam berbangsa dan bernegara. 

Good Goverment Governance (GGG) merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi 
kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik (Mardiasmo et al., 2008), dimana 
kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan 
bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efesiensi, pencegahan korupsi, baik secara 
politik maupun administrasi (Segara, 2017).  

Tujuan utama dari organisasi sektor publik sebenarnya ialah memberikan pelayanan kepada 
publik (public service) dan tidak berfokus dalam pencarian keuntungan seperti yang disampaikan oleh  
Azzindani & Irwan, (2020) bahwa GGG merupakan tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
dimana perilaku masyarakat dan sikap aparatur pemerintah mempunyai pedoman dan karakteristik 
yang mampu meningkatkan iklim transparansi, akuntabilitas serta partisipasi publik. Namun di era 
masa kini, keluhan-keluhan terkait pelayanan publik semakin mengemuka, hal ini tentunya tidak lepas 
dari meningkatnya keilmuan, budaya dan peradaban manusia. Umumnya masyarakat seringkali belum 
mengetahui secara jelas dan detail seperti apa jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, serta 
bagaimana kemampuan  pemerintah dalam memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat 
(Rohayatin et al., 2017). Pada era peradaban manusia masa kini, organisasi penyedia jasa yang 
berkualitas merupakan kata kunci yang tidak dapat ditawar. Peningkatan kualitas pelayanan 
pemerintah terhadadap masyarakat merupakan hal penting bagi pemerintah dalam mencapai 
kepuasan kerja bagi masyarakat (Poetri et al., 2020). 

Penerapan GGG yang juga sejalan dengan tuntutan reformasi terhadap aparatur negara 
memerlukan perwujudan adminstrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan 
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pelaksanaan tugas dan fungsi penyelanggaraan pemerintah dan pembangunan,  sehingga menuntut 
penggunaan konsep GGG sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, relevan, dan berhubungan 
dengan satu sama lainnya. Landsman (2007) ; (Wahyuningsih & Meiranto, 2021) mendefinisikan Good 
Governance sebagai kebijakan manajemen organisasi yang dirancang untuk mengelola sumber daya 
secara efisien, efektif dan hati-hati dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, adil dan responsibel. 
Mekanisme tersebut terdiri dari mekanisme internal dan eksternal. Proses internal berfokus pada 
pengelolaan sesuai dengan aturan internal, dan proses eksternal berfokus pada hubungan antar 
organisasi dan hubungan dengan pihak luar dalam hal ini masyarakat untuk menjalin hubungan 
kerjasama yang baik tanpa mengabaikan prosedur yang ada. Menurut Organization for Economic 
Cooperation and Development prinsip dasar Good Government Governance menyebutkan 4 hal pokok 
yakni (Khairiah et al., 2018): 

1. Keadilan (Fairness) 
Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa 
dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, 
pemerintahan yang baik mensyaratkan lembaganya dan aparaturnya untuk mengelola 
berbagai konflik kepentingan antara masyarakat dan antara pemerintah sendiri dan negara 
secara maksimal sehingga memperoleh persetujuan maksimal dari seluruh elemen masyarakat  
atas kegiatan administrasi publiknya. 

2. Tranparansi (Transparency) 
Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah  secara teratur dan tepat 
waktu (timely basis) serta benar (accurate). Transparansi bertumpu pada publisitas informasi 
politik. Semua warga negara berhak atas informasi tentang kebijakan Negara yang berkaitan 
dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, seperti informasi tentang penegakan kebijakan, 
pembuatan kebijakan, kegiatan legislatif, anggaran administrasi, ketentuan hukum, 
pengeluaran publik dan informasi publik lainnya. Transparansi mensyaratkan bahwa informasi 
publik harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat melalui berbagai sarana 
media sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik serta 
mengawasi bagaiman proses administrasi publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
Semakin tinggi tingkat transparansinya maka akan semakin tinggi pula tingkat GGG nya. 

3. Dapat dikontrol (Accountability) 
Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan 
kekuasaan (distribution and balance of power). Akuntabilitas merupakan permintaan tanggung 
jawab dari setiap orang atas perilaku dan yang menjadi wewenangnya sendiri. Dalam hal 
wewenang publik, hal ini berlaku secara khusus pada tugas dan tanggung jawab yang terkait 
dengan posisi pada lembaga tertentu dan kewajibannya yang sesuai dengan tugasnya. 

4. Tanggungjawab (Responsibility) 
Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang 
berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Ini berarti bahwa aparatur 
pemerintah dan lembaga negara harus responsif atas pengaduan masyarakat secara tepat 
waktu dan bertanggung jawab serta dilarang menunda tanpa sebab atau membiarkan masalah 
tidak terselesaikan tanpa tanggapan. Apabila diperlukan, aparatur pemerintah harus secara 
proaktif meminta pendapat masyarakat, menjelaskan kebijakan publik kepadanya serta 
mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Semakin besar tingkat 
responnya maka akan semakin tinggi pula tingkat GGGnya. 
Good Goverment Governance mendasarkan suatu konsep yang berdasar pada proses 

pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai 
suatu bentuk konsensus yang dicapai oleh pemerintah (Purnomosidi et al., 2015), warga negara dan 
sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Dalam konsep tersebut, 
negara dalam hal ini aparatur pemerintah berperan penting dalam memberikan pelayanan demi 
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kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat 
dipertanggungjawaban kepada publik. Segara, (2017) yang menyatakan bahwa kehandalan pegawai 
untuk memberikan integritas pribadi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-
prinsip terbaik, akan menjadikan seorang pegawai pemerintah memiliki keunggulan sempurna dalam 
segala hal dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan terbaik. Pernyataan tersebut membuktikan 
bahwa baik-buruknya pemerintahan dapat dinilai dari perilaku aparaturnya apakah telah 
bersinggungan dengan semua unsur dalam prinsip-prinsip GGG atau tidak. Upaya untuk 
menghubungkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik sebenarnya bukan 
merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep GGG dengan konsep Public Services 
tentu sudah cukup jelas logikanya. Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya Public 
Services yaitu keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Hal ini yang sebaiknya dilihat 
secara jernih karena di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini kesadaran para birokrat 
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih sangatlah rendah.  

METODE PENELITIAN        
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan konsep holistik dari GGG yang 

berkolaborasi dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa. Strauss & Corbin, (2003) mengkualitatifkan 
peneliti sebagai intrumen paling penting dalam mengambil cara pandang terhadap sebuah penelitian. 
Metode kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memberikan pemahaman terhadap suatu data 
dari sudut pandang peneliti. Oleh karena itu, penelitian kualitatif perlu subjektifitas peneliti dalam 
memberikan pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan sehingga fenomena tersebut akan 
muncul menjadi hal komprehensif yang mudah dipahami (Sujarweni, 2014). 

Untuk melengkapi metode kualitatif, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
stakeholder terkait GGG dan bagaimana mereka merespons konsep dekonstruksi GGG yang diusulkan 
dalam penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti akan mencari pemahaman lebih mendalam tentang 
bagaimana stakeholder memandang konsep GGG yang diubah melalui perspektif holistik dengan 
memasukkan nilai-nilai kearifan lokal Jawa. 

Penelitian ini mendiskripsikan sebuah konsep holistik yang merekonstruksi tata kelola 
pemerintahan yang telah dijalankan saat ini yaitu dengan membuat inovasi dari pelaksanaan tata 
kelola di lingkungan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai luhur budaya (Wijaya, 2018). Prinsip-
prinsip dalam falsafah Jawa yaitu Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo dianggap sebagai 
sebuah input yang dapat dikolaborasikan bersama konsep GGG sehingga menghasilkan sebuah konsep 
holistik yang merekonstruksi tata kelola pemerintahan yang telah dijalankan saat ini. Harapannya, 
dengan menegakkan nilai-nilai luhur falsafah Jawa dalam pelaksanaan tugas harian aparatur negara 
di lingkungan pemerintah akan membentuk sebuah konsep tata kelola pemerintahan baru yang 
menjadi output dari hasil kolaborasi ini sehingga mampu mengubah perilaku dan tindakan para 
pegawai pemerintah menjadi semakin baik dan benar sehingga tugas utama pemerintah dalam 
memberikan pelayanan publik (public services) terbaik dapat dicapai. Berikut konsep dari penelitian 
ini : 
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Gambar 1. Konstruksi Konsep Prinsip-Prinsip Dalam Falsafah Jawa 

Sumber : Data Primer, 2023  
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
HASIL 
  Konsep Good Government Governance (GGG) telah menjadi fokus utama dalam upaya 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi institusi pemerintahan di dunia. Namun, implementasi GGG di 
lingkungan pemerintahan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah yang 
persisten seperti kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana nilai-
nilai tradisional yang terkandung dalam filsafat Jawa dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip GGG 
untuk menciptakan pendekatan holistik bagi pemerintah Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini 
berfokus pada hasil data wawancara dari pihak stakeholder terkait dengan konsep GGG yang 
dipadukan dengan falsafah jawa.  Pihak stakeholder menanggapi konsep baru harmonisasi dengan 
nilai-nilai Jawa dengan antusiasme positif. Narasumber 1 menyambut gagasan ini sebagai langkah 
inovatif untuk memperkuat implementasi GGG dalam pemerintahan. Narasumber 1 percaya bahwa 
menggabungkan prinsip GGG dengan nilai-nilai Jawa dapat menciptakan pendekatan yang lebih 
terintegrasi dan mendalam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, narasumber 2 
menyatakan keprihatinan terkait perubahan budaya yang diperlukan dalam mengadopsi konsep baru 
ini. 

Selain itu, pada proses harmonisasi, narasumber 2 menyoroti tantangan dalam 
mengintegrasikan nilai-nilai Jawa ke dalam GGG. Narasumber 2 mengkhawatirkan adanya hambatan 
budaya dan kebiasaan lama yang sulit untuk diubah. Narasumber 2 menyarankan perlu adanya 
program pelatihan dan penyuluhan yang intensif kepada pegawai pemerintahan, agar mereka 
memahami dan menerapkan nilai-nilai Jawa secara tepat dalam tugas-tugas mereka. Narasumber 2 
juga menambahkan perlunya pendekatan yang sensitif secara budaya, agar konsep baru ini dapat 
diterima dengan baik oleh semua pihak. 

Pada sisi kontribusi, narasumber 1 menekankan pentingnya menambahkan nilai-nilai seperti 
"Gotong Royong" (kerja sama bersama) dan "Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh" (saling mengasah, 
mengasihi, dan mengasuh) dalam harmonisasi. Narasumber 1 juga berpendapat bahwa menggali lebih 
dalam nilai-nilai filosofis dari Jawa, seperti "Rasa Ing Ngalaga" (peduli dan menjaga), dapat 
memberikan landasan etika yang lebih kokoh bagi pemerintahan yang berintegritas. 

Dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi, misalnya jika konsep ini diterapkan pada 
daerah lain. Pihak stakeholder menyatakan bahwa setiap daerah memiliki keberagaman budaya dan 
tradisi yang berbeda, sehingga pendekatan harus disesuaikan dengan konteks lokal. Pengenalan 
konsep Jawa di daerah lain juga akan menghadapi resistensi dari pihak yang cenderung 
mempertahankan cara-cara lama. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang fleksibel dan 
komunikasi yang efektif dalam memperkenalkan dan mengadopsi konsep tersebut. Selain itu, para 
narasumber menyadari bahwa proses harmonisasi konsep GGG dengan nilai-nilai Jawa tidaklah 
mudah dan ada kemungkinan menghadapi kegagalan. Tantangan terbesar adalah mencapai 
kesepakatan dan konsensus di antara semua stakeholder terkait. Pihak stakeholder juga mengakui 
bahwa perubahan budaya memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Namun, pihak 
stakeholder tetap optimis bahwa dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, kegagalan dapat 
diminimalisir, dan konsep harmonisasi ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi 
pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. 
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PEMBAHASAN 
Kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat dimungkinkan akan terjadi berbagai perbedaan 

dalam berpendapat baik yang memang perlu diperdebatkan maupun yang tidak. Mengenai konsep 
dekonstruksi atau perubahan terhadap GGG, peneliti mengembangkan perspektif jawa dengan 
mempertimbang kan nilai-nilai lokal dan budaya, seperti nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Pendekatan 
dekonstruksi dalam GCG dengan memasukkan nilai-nilai Jawa adalah salah satu cara untuk 
mengakomodasi kearifan lokal dalam tata kelola yang baik (Purnomosidi et al., 2015). 

Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa memasukkan nilai-nilai kearifan 
lokal budaya Jawa ke dalam konsep GGG dianggap sebagai langkah menarik. Hal ini dianggap dapat 
meningkatkan etika dan kepekaan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong komunikasi yang 
lebih jujur dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, nilai-nilai seperti keadilan dan 
tanggung jawab sosial yang terkandung dalam pepatah "Mijil Tresno" dan "Agawe Karyo" dianggap 
dapat memperkuat aspek sosial dan lingkungan dalam GGG.  

Gambaran kolaborasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep GGG dengan nilai 
kearifan yang terkandung dalam falsafah “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” dapat 
dilihat pada gambar berikut : 

 

 
Gambar 2. Konsep Holistik GGG dengan Prinsip-Prinsip Falsafah Jawa “Noto Roso, Among 

Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” 
Sumber: Data Primer, 2023 

 
Dengan berbekal warisan budaya dari para leluhur diharapkan aparatur pemerintah akan 

mampu menghasilkan sebuah pondasi yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik 
(Reskia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal falsafah Jawa “Noto 
Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” dapat menjadi rekomendasi dalam re-kontruksi 
terhadap konsep Good Goverment Governance di lingkungan pemerintah Indonesia saat ini. Namun, 
hal ini tentu ada hambatan dan tantangan yang dihadapi. Narasumber 2 menyampaikan bahwa 
harmonisasi GGG dengan nilai-nilai budaya lokal dapat menghadapi tantangan. Salah satunya adalah 
bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tersebut dapat diartikulasikan dengan jelas dan 
diimplementasikan secara konsisten dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Selain itu, diperlukan 
upaya untuk memastikan bahwa integrasi nilai-nilai lokal tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
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nasional dan konstitusi yang lain yang telah ada. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan 
antara nilai-nilai lokal dan nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari kesatuan bangsa dalam upaya 
mencapai harmonisasi GGG yang efektif.  Seperti yang disampaikan Stoker, (1999) bahwa dalam 
pengaturan urusan publik, ada alat dan teknik manajemen lainnya sehingga diharapkan Pemerintah 
memiliki tanggung jawab untuk menggunakan, mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam 
urusan publik.  

Untuk memperkuat harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan Good Government 
Governance (GGG), pemerintah dapat mengambil beberapa langkah konkret seperti pemerintah perlu 
menunjukkan komitmen yang kuat terhadap harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan GGG. 
Langkah awal adalah dengan melakukan sosialisasi secara luas kepada aparat pemerintah, pejabat, 
dan pegawai negeri tentang pentingnya integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam tata kelola 
pemerintahan. Komunikasi yang terbuka dan penguatan kesadaran tentang nilai-nilai ini akan 
membantu membangun dukungan dan pemahaman yang lebih baik. 

 Pemerintah juga harus melibatkan para tokoh masyarakat, budayawan, dan pemangku 
kepentingan lainnya yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kearifan lokal Jawa 
dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pemerintah (Dermawan, 2022; FATHIA, 
2021; Nanda et al., 2019). Pendekatan partisipatif ini akan memastikan bahwa perspektif dan aspirasi 
dari berbagai kelompok masyarakat tercermin dalam kebijakan dan program yang dihasilkan. 
Pemerintah dapat menyusun kebijakan atau panduan tata kelola yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal 
Jawa (Agustina, 2020; Riana Mayasari, 2021). Hal ini dapat mencakup panduan etika dan perilaku, 
kode etik, dan pedoman dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal. 
Kebijakan ini haruslah mengarah pada pengembangan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan 
berlandaskan pada keadilan sosial. 

Hasil wawancara dengan narasumber 1 mengemukakan beberapa langkah konkret untuk 
menghadapi tantangan harmonisasi GGG dengan nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Salah satu langkah 
tersebut adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan 
budayawan, dalam proses perumusan kebijakan. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan 
keputusan, pemerintah dapat memperoleh perspektif yang beragam dan mendalam tentang nilai-nilai 
kearifan lokal Jawa. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan tentang nilai-nilai ini perlu dilakukan agar 
seluruh aparat pemerintah dapat memahami dan menginternalisasi makna serta pentingnya nilai-nilai 
budaya ini dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Langkah-langkah ini diharapkan 
dapat membantu dalam mengimplementasikan harmonisasi GGG dengan lebih efektif dan 
memastikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal Jawa terintegrasi secara konsisten dalam berbagai 
tingkatan pemerintahan.  

Pemerintah juga dapat melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintah 
tentang nilai-nilai kearifan lokal Jawa dan implementasinya dalam tugas dan tanggung jawab mereka. 
Pendidikan ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya 
lokal, serta mendorong penggunaan nilai-nilai ini dalam pengambilan keputusan sehari-hari. 
Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi harmonisasi nilai-nilai 
kearifan lokal Jawa dengan GGG (Dewi & Muslimin, 2021; Juwita & Prajameta, 2022; Rahmatika, 
2020). Evaluasi ini akan membantu mengukur efektivitas dan dampak harmonisasi ini dalam tata 
kelola pemerintahan dan dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang 
diperlukan. Pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga penelitian, universitas, LSM, dan 
masyarakat sipil lainnya untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang nilai-nilai kearifan 
lokal Jawa dan bagaimana nilai-nilai ini dapat diaplikasikan secara efektif dalam tata kelola 
pemerintahan. 

Dengan mengambil langkah konkret di atas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang 
mendukung harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan GGG, sehingga tata kelola 
pemerintahan menjadi lebih inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal yang 
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bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini menegaskan pentingnya 
harmonisasi antara nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan prinsip-prinsip GGG dalam konteks tata 
kelola pemerintahan. Harmonisasi nilai-nilai budaya lokal dengan nilai-nilai universal ini dapat 
membentuk pondasi yang kuat bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik, 
inklusif, dan beretika di Indonesia. Dengan demikian, temuan ini memberikan pandangan yang kaya 
dan berharga dalam pengembangan kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan 
berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 

KESIMPULAN  
Good Government Governance sebagai suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan tidak 

terhenti hanya sampai pemahaman saja, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dalam 
langkah kongkret sehingga dapat memberikan manfaat pada seluruh pihak yang berkepentingan 
dengan pemerintahan. Implementasi GGG dalam pemerintahan secara sederhana adalah 
menerapkan prinsip GGG kedalam sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah dengan baik dan 
benar. Purnomosidi et al., 2012 dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan publik yang 
berkualitas mempunyai arti yang penting apabila pemberian pelayanan dilakukan secara sederhana, 
mudah dan dilakukan secara wajar dan profesional.  

Namun sayangnya penerapan GGG di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya 
sesuai dengan cita – cita reformasi. Seperti yang disampaikan sebelumnya masih banyak ditemukan 
kekurangan-kekurangan seperti fraud, korupsi, kebocoran anggaran dan lain sebagainya dalam 
penerapannya. Hal ini terjadi karena kurangnya profesionalitas oleh aparatur pemerintah dan 
mungkin juga disebabkan karena nilai-nilai yang terkadung dalam konsep GGG tersebut 
menghilangkan nilai-nilai budaya yang selama ini telah melekat dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia. Jika hal ini dibiarkan tentunya akan merugikan masyarakat sebagai 
stakeholder negara dan tentu saja akan menurunkan tingkat kepercayaaan masyarakat terhadap 
pemerintah. 

Untuk itu perlu dibuat sebuah inovasi baru yaitu dengan mengkolaborasikan prinsip-prinsip 
falsafah budaya Jawa dengan konsep GGG yang saat ini dijalankan. Harapannya dengan 
menggabungkan kedua konsep ini akan memberikan nilai-nilai luhur yang mampu mengubah perilaku 
dan tindakan aparatur pemerintah menjadi semakin baik dan benar sehingga penerapan GGG dapat 
sepenuhnya berhasil diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh Segara (2017) dalam penerapan Good 
Goverment Governanc, pemerintah perlu melakukan perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaan 
tugas guna mengembalikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat atas dampak negatif dari 
korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik serta tindakan inefisiensi anggaran yang telah menjamur 
di negeri ini. Konsep holistik GGG di lingkungan pemerintah yang dikolaborasikan dengan prinsip-
prinsip dalam falsafah Jawa diatas dianggap sebagai sebuah inovasi baru yang mampu membuat tata 
kelola pemerintah menjadi semakin baik. Konsep holistik ini mutlak diterapkan oleh setiap aparatur 
pemerintah agar mereka mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai yang terkandung dalam konsep 
GGG sebagai bentuk profesionalime dan juga nilai-nilai budaya dimana ia dilahirkan. Dengan mewarisi 
budaya dari para leluhurnya diharapkan aparatur pemerintah akan mampu menghasilkan sebuah 
pondasi yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik. Hal ini membuktikan bahwa 
harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe 
Karyo” dapat menjadi rekomendasi dalam re-kontruksi konsep Good Goverment Governance di 
lingkungan pemerintah Indonesia. 
 

SARAN        
Saran Praktis : 
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Dari hasil penelitian ini Penulis menyarankan kepada Pemerintah dalam penerapan Good 
Goverment Governance (GGG), pemerintah perlu melakukan perubahan dan perbaikan dalam 
pelaksanaan tugas sehingga mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat atas dampak negatif 
dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik serta tindakan inefisiensi anggaran yang telah 
menjamur di negeri ini. Konsep holistik GGG di lingkungan pemerintah yang dikolaborasikan dengan 
prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” diharapkan 
dapat menjadi sebagai sebuah inovasi baru yang mampu membuat tata kelola pemerintah menjadi 
semakin baik. Dengan menerapkan konsep in diharapkan Pemerintah mampu menghasilkan sebuah 
pondasi yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik. Selain itu,, dengan 
menegakkan nilai-nilai luhur falsafah Jawa dalam pelaksanaan tugas harian aparatur negara di 
lingkungan pemerintah akan membentuk sebuah tata kelola pemerintahan baru yang mampu 
mengubah perilaku dan tindakan para pegawai pemerintah menjadi semakin baik dan benar sehingga 
tugas utama pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (public services) terbaik dapat dicapai. 

Saran Teoritis : 
Selidiki lebih lanjut tentang nilai-nilai kearifan lokal Jawa dan bagaimana nilai-nilai ini 

tercermin dalam praktik tata kelola pemerintahan. Penelitian mendalam akan memberikan 
pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi harmonisasi nilai-nilai ini. Lakukan studi 
perbandingan dengan negara-negara atau wilayah lain yang telah berhasil mengimplementasikan 
harmonisasi nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip GGG. Studi perbandingan dapat 
memberikan wawasan dan pembelajaran berharga dalam mengadopsi praktik terbaik.Lakukan kajian 
dampak dari harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan GGG terhadap tata kelola 
pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini dapat memberikan bukti empiris tentang 
manfaat harmonisasi ini. Jalin kerja sama yang erat antara lembaga akademis, pemerintah, dan 
masyarakat dalam mengembangkan penelitian dan program terkait harmonisasi nilai-nilai kearifan 
lokal Jawa dengan GGG. Kolaborasi ini dapat menghasilkan penelitian yang lebih kaya dan relevan. 
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